LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan
tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran’ tentang
Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
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155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5334);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

KESATU :  Menetapkan pegawali yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA :  Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas,
wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak;

b. melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan;

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK
memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak,
apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan.

d. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian;

e. menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
kontrak;

f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
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KETIGA . Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan

kepada  anggaran  Lembaga  Kebijjakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan

Sekretaris Utama  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,

EIKO WHISMULYADI

Tembusar:

NP WN -

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,;
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 2. TAHUN 2013

TANGGAL

3 JANUARI 2013

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA
UNIT KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH
No Nama/NIP/Jabatan Jabatan dalam Penugasan
Struktural/Fungsional

1. | Firmansyah, S.Hut Pejabat Penerima Hasil

NIP. 19830130 201012 1 001 Pekerjaan di Biro Perencanaan
Organisasi dan Tata Laksana

Penyusun Bahan Perencanaan dan
Program

2. | Wildan Massani, S.ST Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19780326 200012 1 001 Pekerjaan di Biro Umum dan

. K

Kepala Subbagian Kas, cuangan
Perbendaharaan, dan Pelaporan
Keuangan

3. | Yohana Surat Payon Phillips, S.Psi Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19821126 201012 2 001 f{ekerlaaﬂ_dl Bg‘o H;Ilkum»
Calon Analis Kepegawaian cpegawaian, aan Humas

4. | Vina Da'watul Aropah, S.E Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19811018 201012 2001 Pekerjaan di Direktorat

Kebijakan Pengadaan Umum

Penyusun Bahan Barang dan Jasa
Lainnya

5. | Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E Pejabat Penerima Hasil

NIP. 19840503 201012 1 001

Penyusun Bahan Pengadaan
Khusus BUMN/BUMD

Pekerjaan di Direktorat
Kebijakan Pengadaan Khusus
dan Pertahanan
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6. | Widya Prima Sari Fultanegara Pejabat Penerima Hasil

NIP. 19870101 201012 2 001 Pekerjaan di Direk.torat Iklim
) Usaha dan Kerjasama

Penyusun Bahan Kerjasama Int . ]
Multilateral nrerhasiona

7. | Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19670517 198803 1 001 Piek?rja?m Céi Digktfrat_
Kepala Subdirektorat Kementerian onitoring dan Rvaiuast
Bidang Polhukam, LPND, dan
Lembaga Lain

8. { Drs. Dwi Satrianto Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19651108 199703 1 001 Ppekeriaaﬁ di Eirekgra’i
Kepala Subdirektorat Kementerian erencan;AagBl\eInga aan
Bidang Polhukam, LPND, dan
Lembaga Lain

9. | Patria Susantosa, 5.51., M.Si Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19731201 200312 1 004 Pekerjaan di Direktorat
Kepala Seksi e-Procurement e-Procurement

10. | Festiana Niyanti Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19870727 201012 2 001 Pekerjaan di Direktorat
Penyusun Bahan Pengembangan Profesi

11. | Miftah Irfaniah Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19821221 201012 2 001 Pekerjaan di Direktorat Bina
Penyusun Bahan Pelatihan Kompetensi

12. | Sigit Apriyanto, A.Md Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19850401 201012 1 001 Pekef}gaﬂ. fﬁili{Di}”;kt?faF Bina
Pengolah Data Bahan Pengujian ertilikasi Prolest
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

13. | Muhamad Dwi Sumanto, S.50s Pejabat Penerima Hasil
NIP. 19870319 201012 1 001 %@kell;l_aaﬂ dir Dﬁf?ktgfat
Penyusun Bahan Advokasi Instansi i mfgilokzs?is an
Pemerintah Daerah

14. | Indah Suci Pratiwi, SE Pejabat Penerima Hasil

NIP. 19860602 201012 2 001

Penyusun Bahan Pelayanan
Sanggah dan Pengaduan

Pekerjaan di Direktorat
Penyelesaian Sanggah
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15.

Anastasia Citra Puspita, SE
NIP. 19850528 201012 2 001
Penyusun Bahan Bantuan Hukum

Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan di Direktorat
Penanganan Permasalahan
Hukum

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

v

EIKO WHISMULYADI
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LAMPIRAN I1: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR
TANGGAL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

2 TAHUN 2013

: 3 JANUARI 2013

NAMA DAN JABATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG LKPP

No

Nama/NIP/Jabatan Jabatan dalam Penugasan
Struktural/Fungsional

NIP. 19640323 199203 1 005

Analis Bidang Hukum dan
Penyelesaian Sanggah

Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc Ketua

NIP. 19670410 198703 2 001

Kepala Subdirektorat BUMN/BUMD
dan Kemitraan Pemerintah-Swasta

G.A.A Diah Ambarawaty, Ak Anggota

Teknis

NIP. 19710731 199803 1 005

Kepala Subdirektorat Bimbingan

Yulianto Prihandoyo, ST., MT Anggota

Calon Perencana

NIP. 19830421 201012 1 001

Thanthawi Jauhari, ST Anggota
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Octo Army, ST Anggota
NIP. 19811005 201012 1 001
Penyusun Bahan Pengadaan
Pertahanan Keamanan
SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

EIKO WHISMUILYADI
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